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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesiapan Pemerintah Provinsi Banten dalam 

mengimplementasikan smart budgeting dan smart spending ditinjau dari aspek sumber daya 

manusia, regulasi, kesiapan teknologi informasi, serta efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, 

studi dokumentasi, dan analisis data APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi 

Banten tergolong cukup siap dalam penerapan smart budgeting dan smart spending, ditandai 

dengan penggunaan sistem terintegrasi seperti SIPD, e-budgeting, dan e-reporting yang 

mendukung transparansi dan pengendalian belanja. Dari sisi regulasi, kerangka kebijakan 

nasional telah menjadi enabler utama integrasi perencanaan dan penganggaran. Namun, 

kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan, khususnya dalam pemahaman 

konseptual anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi sebagai alat analisis 

pengambilan keputusan berbasis data. Dari sisi efisiensi dan akuntabilitas, implementasi 

menunjukkan tren positif melalui fokus belanja prioritas, pengendalian belanja hibah, serta 

percepatan realisasi anggaran. Meski demikian, akuntabilitas yang dicapai masih bersifat 

administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif berupa manfaat 

nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM, 

pemanfaatan data analitik, dan orientasi nilai publik agar implementasi smart budgeting dan 

smart spending lebih berdampak. 

 

Kata Kunci : Smart Budgeting; Smart Spending; E-Budgeting; Digitalisasi Pemerintahan; 

Sumber Daya Manusia. 
 

Abstract 

This study aims to analyze the level of readiness of the Banten Provincial Government in 

implementing smart budgeting and smart spending in terms of human resources, regulations, 

information technology readiness, and efficiency and accountability. The study used a 

qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, documentation 

studies, and analysis of regional budget (APBD) data. The results indicate that Banten 

Province is relatively ready to implement smart budgeting and smart spending, indicated by 

the use of integrated systems such as SIPD, e-budgeting, and e-reporting that support 

transparency and spending control. From a regulatory perspective, the national policy 

framework has become a key enabler of planning and budgeting integration. However, human 

resource readiness remains a challenge, particularly in the conceptual understanding of 
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performance-based budgeting and the use of technology as an analytical tool for data-driven 

decision-making. In terms of efficiency and accountability, implementation shows a positive 

trend through a focus on priority spending, control of grant spending, and acceleration of 

budget realization. However, the accountability achieved is still administrative in nature and 

does not fully reflect substantive accountability in the form of tangible benefits to the 

community. This study emphasizes the importance of strengthening human resource capacity, 

utilizing analytical data, and orienting public values to ensure a more impactful 

implementation of smart budgeting and smart spending.ue. 
 
Keywords : Smart Budgeting; Smart Spending; E-Budgeting; Digital Governance; Human Resources; 

Information Technology; Public Value; Banten Provincial Government. 

 
Pendahuluan 

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya dalam 

pengelolaan keuangan daerah, menuntut inovasi melalui penerapan konsep smart budgeting 

dan smart spending (Maulana et al., 2019). Penerapan e-budgetingmerupakan salah satu wujud 

implementasi dari smart budgeting yang bertujuan untuk menciptakan perencanaan dan 

penganggaran yang transparan serta akuntabel (Zahri & Kusumastuti, 2020). Hal ini sejalan 

dengan tuntutan reformasi keuangan daerah di Indonesia yang mengedepankan akuntabilitas 

dan transparansi sebagai indikator tercapainya good governance (Nasution & Rizqy Ramadhan, 

2019). Penggunaan aplikasi berbasis web dalam penganggaran elektronik ini diharapkan dapat 

memfasilitasi proses penyusunan anggaran daerah secara lebih efektif (Nasution & Rizqy 

Ramadhan, 2019). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah ini juga signifikan 

dalam mempermudah pelaksanaan aktivitas perencanaan dan penganggaran, sejalan dengan 

adopsi Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang memerlukan seluruh kegiatan 

pengelolaan keuangan untuk akuntabel dan transparan (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019). 

Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan 

efisiensi melalui reformasi sistem keuangan daerah, yang mencakup pengembangan sistem 

pembiayaan, penganggaran, akuntansi, dan audit (Andhayani et al., 2021). Penerapan transaksi 

non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk reformasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah (Kurnia, 

2020). Inovasi ini mencakup penggunaan aplikasi penganggaran berbasis digital seperti e-

budgeting yang dirancang untuk memfasilitasi penerapan prinsip tata kelola keuangan yang 

baik dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Nasution & Rizqy Ramadhan, 

2019). 

Pemerintah Provinsi Banten, seperti daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam 

mengadopsi sistem ini guna meningkatkan kinerja keuangan dan mewujudkan pengelolaan 

anggaran yang efisien (Taufik et al., 2021). Studi ini secara spesifik akan menganalisis kesiapan 

Pemerintah Provinsi Banten dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka smart 

budgeting dan smart spending, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan penerapan sistem ini (Prayoga & Yuhertiana, 2021). Provinsi 

Banten Provinsi Banten, dalam konteks kesiapan menerapkan smart budgeting dan smart 

spending, dapat mengambil pembelajaran dari keberhasilan Surabaya dalam mengintegrasikan 

berbagai aplikasi digital untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik 

((Qatrunnada et al., 2022; Wahyuningsih & Purnomo, 2020). Transformasi digital melalui 

implementasi e-government, termasuk e-budgeting dan e-project, telah terbukti mengurangi 

birokrasi, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam struktur serta manajemen organisasi 

pemerintahan (Qatrunnada et al., 2022; Sugiono, 2021). Pemerintah daerah lainnya, seperti 

Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten di sana, juga telah mencapai tahap pemanfaatan 

e-government yang matang dalam pengelolaan anggaran dan proyek (Sofianto, 2019). 
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Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor krusial seperti kesiapan wilayah, partisipasi 

masyarakat, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur memadai, serta regulasi dan strategi 

yang jelas (Mardiana et al., 2021). Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa inisiatif 

smart budgeting dan smart spending tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada 

ekosistem pendukung yang holistik untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik 

(Wijayanto, 2015). Pemerintah Provinsi Banten perlu menganalisis secara mendalam faktor-

faktor keberhasilan ini, termasuk adopsi sistem seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-

delivery, untuk mengadaptasinya sesuai dengan konteks dan kapabilitas lokal (Suhendra, 2017). 

Analisis tersebut mencakup evaluasi infrastruktur digital yang tersedia, kapabilitas sumber 

daya manusia dalam mengoperasikan sistem terintegrasi, serta keselarasan kebijakan daerah 

dengan tujuan transformasi digital nasional (Sumiyanti et al., 2025). Penerapan sistem e-

budgeting ini telah terbukti dapat mengurangi hambatan klasik dalam pengelolaan finansial 

seperti lamanya agenda kategorisasi perhitungan dan ketidakstandaran harga dasar item belanja 

(Qatrunnada et al., 2022). Penerapan sistem e-budgeting juga berkontribusi pada peningkatan 

akuntabilitas publik dan transparansi agenda pemerintah, terutama terkait alokasi anggaran, 

meskipun seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya yang dapat menyebabkan 

keterlambatan penetapan APBD (Wijayanto, 2015; Wirawan, 2018). 

 

Tabel 1 APBD dan Realisasi Belanja Provinsi Banten 

                                                                                                      (dalam Milyard Rupiah) 

Tahun APBD Realiasi % 

2020 12.609.36 10.334.12 81,96 

2021 11.633.13 11.623.32 99,92 

2022 10.645.88 11.205.65 105,26 

2023 11.547.46 11.576.54 100.25 

2024 12.408.21 12.392.00 99,87 

Sumber : Kemenkeu 2025 

 

Data realisasi APBD tahun 2020–2025 menunjukkan dinamika kinerja pengelolaan 

keuangan daerah yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi APBD hanya mencapai 

81,96%, yang mencerminkan dampak tekanan fiskal dan penyesuaian kebijakan akibat kondisi 

eksternal. Kinerja membaik signifikan pada 2021 dengan tingkat realisasi 99,92%, bahkan 

pada 2022 realisasi melampaui anggaran hingga 105,26%, mengindikasikan optimalisasi 

pendapatan atau belanja yang lebih agresif. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan stabilitas 

dengan realisasi mendekati 100%, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang 

semakin matang.  

Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tenang pengelolaan anggaran 

dan Pengelolaan belanja daerah sepert yang dilakukan (Qatrunnada et al., 2022) menunjukkan 

bahwa inovasi sistem digital pada tata kelola kota, seperti yang terjadi di Surabaya, mampu 

mendukung pertumbuhan kota dan tata kelola pemerintahan yang baik, selain ini penelitian 

yang dilakukan (Bambang Subiyanto et al., 2023) menunjukkan bahwa adopsi E-Budgeting di 

Indonesia merupakan langkah maju yang menguntungkan menuju peningkatan efisiensi dan 

transparansi dalam administrasi anggaran, banyak pula penelitian-penelitian terdahulu terkait 

smart budgeting/ smart spending belum banyak menggunakan istilah tersebut secara eksplisit, 

namun konsepnya sering dikaji melalui praktik e-budgeting, digitalisasi anggaran, serta 

efisiensi pengeluaran pemerintah 

 

Kajian Pustaka 

Technology Readiness Theory 
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Teori ini menganalisis kesiapan individu atau organisasi dalam mengadopsi teknologi 

baru(Rinjany, 2020; Uren & Edwards, 2023; Wulandari et al., 2023), dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti optimisme, inovasi, ketidaknyamanan, dan 

ketidakamanan (Wijayanto, 2015). Aspek-aspek ini sangat relevan dalam menilai kapasitas 

pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem smart budgeting dan smart spending, 

karena kesediaan adaptasi terhadap perubahan teknologi akan memengaruhi keberhasilan 

adopsi dan pemanfaatan sistem tersebut secara optimal. Selain itu, adopsi e-budgetingini dapat 

menjadi reformasi birokrasi dalam hal penganggaran pada lingkup pemerintahan daerah, yang 

juga didukung oleh *good willingness* pemerintah daerah (Wijayanto, 2015). Pemerintah 

daerah yang memiliki kemauan kuat untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan 

teknologi cenderung lebih berhasil dalam menerapkan sistem smart budgeting dan smart 

spending (Qatrunnada et al., 2022; Wahyuningsih & Purnomo, 2020; Yunas, 2020).  

 

Institutional Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa organisasi sering mengikuti struktur formal bukan karena 

efisiensi, tetapi karena tuntutan lingkungan institusional (Meyer & Rowan, 1977), dalam 

analisis yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2015), bagaimana organisasi beroperasi dalam 

kerangka aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang secara langsung 

memengaruhi cara pemerintah daerah mengelola anggaran dan pengeluaran publik. Kesesuaian 

sistem penganggaran dengan regulasi yang ada serta legitimasi institusional menjadi krusial 

dalam menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas penerapan smart budgeting dan smart 

spending (Suwidyanti, 2023). Oleh karena itu, kerangka kerja institusional yang kuat dan 

adaptif sangat diperlukan untuk mendukung integrasi teknologi dalam manajemen keuangan 

daerah (Asmorowati et al., 2019). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak 

digitalisasi terhadap budaya dan pemahaman masyarakat, serta bagaimana pendidikan dapat 

berperan dalam meningkatkan pemahaman budaya dan internet agar menjadi warga negara 

yang baik ((Hermawan et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, pengembangan digitalisasi 

dihadapkan pada kelebihan dan hambatan, di mana dukungan pemerintah pusat, sumber daya 

manusia, program desa, partisipasi masyarakat, dan otonomi desa merupakan faktor kunci 

keberhasilan program digitalisasi (Sumiyanti et al., 2025). Aspek-aspek ini sangat krusial 

dalam menentukan seberapa efektif suatu program digitalisasi dapat diimplementasikan dan 

diterima oleh masyarakat luas, termasuk dalam konteks manajemen keuangan daerah. Dengan 

demikian, kesiapan teknologi informasi, termasuk ketersediaan sistem yang memadai dan 

dukungan infrastruktur, menjadi penentu utama dalam kesiapan pemerintah daerah untuk 

mengimplementasikan perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah (Basri, 2021) 

 

Resource-Based View (RBV) Theory 

Teori ini memperkenalkan konsep bahwa keunggulan organisasi bergantung pada 

sumber daya unik yang dimilikinya(Wernerfelt, 1984), Dalam konteks implementasi smart 

budgeting dan smart spending, sumber daya ini mencakup infrastruktur teknologi, kapasitas 

sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan kepemimpinan yang adaptif (Basri, 2021). 

Integrasi sumber daya ini dengan strategi pengelolaan anggaran yang cerdas memungkinkan 

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi dana dan meningkatkan efisiensi belanja 

publik (Verawati et al., 2018). Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana penggunaan 

teknologi dapat sejalan dengan pelestarian nilai-nilai lokal, sekaligus mendorong adaptasi 

terhadap perkembangan zaman (Fitriadi, I., 2025). Strategi transformasi digital yang 

komprehensif, seperti yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan, memerlukan 

budaya organisasi yang suportif, pengelolaan aktivitas transformasi yang baik, peningkatan 

kapasitas SDM, serta keterlibatan manajer dan pegawai secara aktif untuk mencapai 

keberhasilan dalam digitalisasi layanan publik (Manik & Juwono, 2024). Kualitas sumber daya 
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manusia, terutama aparatur pemerintah, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan 

digitalisasi (Deandlles Christover et al., 2023; Rosari et al., 2022). 

 

Public Value Theory 

Teori ini menekankan bahwa tugas utama sektor publik bukan hanya efisiensi dan kepatuhan, 

tetapi menciptakan nilai publik (public value) melalui layanan yang bermanfaat, akuntabilitas, 

legitimasi, dan partisipasi masyarakat(Moore, 1995). Hal ini bisa dilihat dalam kontek bagaimana 

pemerintah dapat menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui 

pelayanan publik yang inovatif dan responsif, yang mana implementasi smart budgeting dan 

smart spending secara langsung berkontribusi pada penciptaan nilai publik dengan 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Peningkatan anggaran juga mengindikasikan prioritas pemerintah dalam memperkuat kapasitas 

dan mendukung implementasi inovasi teknologi untuk pelayanan masyarakat, sejalan dengan 

konsep nilai yang mengacu pada manfaat bagi pemerintah dan masyarakat (Malik, 2024). 

Anggaran yang disusun secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan rasa tanggung jawab 

pribadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yusron et al., 2023). Penyelarasan antara 

alokasi anggaran dan kebutuhan prioritas publik merupakan esensi dari *smart budgeting*, 

sementara *smart spending* memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal 

bagi kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif 

(Deandlles Christover et al., 2023).  

 

Metodologi 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Pemerintah 

Provinsi Banten. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat 

kesiapan institusional, kebijakan, dan praktik pengelolaan anggaran daerah dalam menerapkan konsep 

smart budgeting dan smart spending (Sellfia et al., 2022). Mekanisme pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran data sekunder. Informan penelitian 

berjumlah 10–12 orang yang dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria: (1) terlibat langsung 

dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian APBD; serta (2) memiliki kewenangan 

atau pemahaman strategis terkait kebijakan anggaran daerah. Informan berasal dari BPKAD, Bappeda, 

Inspektorat Daerah, serta OPD sektor prioritas, untuk data itu sendiri diperoleh dari publikasi BPS dan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), khususnya data APBD, realisasi anggaran, dan 

struktur belanja daerah. Data ini digunakan untuk mendukung dan mengonfirmasi temuan kualitatif 

terkait efisiensi, prioritas belanja, dan kinerja fiskal daerah, dan untuk analisis data dilakukan secara 

tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin 

validitas dan reliabilitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, member checking kepada 

informan kunci, serta audit trail melalui dokumentasi proses penelitian. Namun dalam hal ini peneliti 

hanya menitik beratkan  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Berdasarkan wasil wawancara dan analisis data yang dilakukan  menunjukkan bahwa Pemerintah 

Provinsi Banten telah menunjukkan langkah-langkah awal yang signifikan dalam mengadopsi prinsip-

prinsip smart budgeting dan smart spending, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan 

penguatan lebih lanjut baik dari sisi Sumber daya manusia, tekanan regulasi dan kebutuhan mengikuti 

best practise dan juga kekuatan internal daerah itu sendiri mulai dari Kesiapan Teknologi dan SDM, 

regulasi, Teknogi Informasi serta sistem yang justru yang menopang keberhasilan pelaksanaan dari 

smart spending dan smart Budgeting itu sendiri yang tidak kalah menariknya tentu terkait efisiensi serta 

akuntabilitas dari penerapan smart spending dan smart budgeting itu sendiri. 

 

Sisi SDM dan Teknologi 
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Dari sisi sumber daya manusia, kesiapan Provinsi Banten berada pada kategori cukup namun 

belum optimal. keterbatasan pemahaman konseptual, analisis indikator kinerja, dan penguasaan sistem 

informasi masih menjadi tantangan utama. Hal ini berdampak pada kualitas perumusan output dan 

outcome program, yang menjadi inti smart budgeting.  

 

Sisi Regulasi 

Provinsi Banten relatif siap dalam mengimplementasikan smart budgeting dan smart 

spending. Penyusunan APBD telah mengacu pada kerangka regulasi nasional seperti PP No. 

12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, serta kebijakan perencanaan melalui RKPD. 

Integrasi perencanaan–penganggaran menunjukkan bahwa aspek regulatif telah menjadi 

enabler utama penerapan anggaran berbasis kinerja dan belanja prioritas., tetapi 

implementasinya masih bergantung pada kapasitas pelaksana di level perangkat daerah. 
 

Sisi Kesiapan Teknologi Informasi 

Provinsi Banten cukup siap, ditandai dengan penggunaan sistem terintegrasi seperti SIPD, 

e-budgeting, dan e-reporting dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sistem 

ini mendukung transparansi, konsistensi data, serta pengendalian belanja. namun pemanfaatan 

TI masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya digunakan sebagai alat analisis 

kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven budgeting). 
 

Sisi Efisiensi dan Akuntabiliitas 

Dari sisi efisiensi dan akuntabilitas, implementasi smart budgeting dan smart spending 

di Banten menunjukkan tren positif. Fokus pada belanja wajib dan prioritas, pengendalian 

belanja hibah, serta percepatan realisasi anggaran mencerminkan upaya efisiensi fiskal. Selain 

itu, kejelasan output dan pelaporan kinerja memperkuat akuntabilitas publik. Namun, 

penelitian juga menekankan bahwa akuntabilitas substantif (manfaat nyata bagi masyarakat) 

masih perlu diperkuat, tidak hanya akuntabilitas administratif. 
 

Pembahasan 

Mengukur Kesiapan Teknologi dan SDM 

Kendala pemahaman konseptual terhadap anggaran berbasis kinerja masih diperlihatkan 

dalam banyak pemerintah daerah. Banyak aparatur belum sepenuhnya memahami perbedaan 

antara anggaran berbasis input dengan anggaran berbasis hasil, sehingga perumusan indikator 

kinerja masih bersifat normatif dan administratif, bukan analitis dan strategis. Akibatnya, 

dokumen anggaran cenderung mencantumkan indikator yang tidak relevan atau tidak dapat 

diukur secara objektif, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja. Hal ini sejalan dengan temuan 

studi literatur yang menyatakan bahwa kurangnya kematangan perencanaan, serta mismatch 

antara perencanaan dan realisasi anggaran, merupakan tantangan umum dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja(Khairani, 2025a), dalam konteks analisis indikator kinerja, SDM di 

banyak daerah termasuk provinsi khususnya di Banten masih menghadapi kesulitan dalam 

desain, pengukuran, dan pelaporan indikator yang benar-benar mencerminkan output dan 

outcome kebijakan. Literasi teknis seperti kemampuan menetapkan target benchmark, 

menggunakan data historis, dan melakukan prediksi kinerja belum merata di kalangan 

perencana anggaran. Akibatnya, kualitas dokumen perencanaan dan anggaran menurun, serta 

pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berbasis bukti. Salah satu literatur menunjukkan 

bahwa kelemahan ini sering kali berakar pada rendahnya kemampuan analisis SDM dalam 

memadukan data dengan tujuan strategis anggaran(LPKN, 2025). 

Selain itu penguasaan sistem informasi dan teknologi menjadi tantangan signifikan dalam 

era digitalisasi penganggaran. Sistem seperti e-budgeting, e-reporting, dan integrasi data 

anggaran memerlukan kapasitas SDM yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkan 

teknologi untuk analisis dan pelaporan. Walaupun Provinsi Banten telah mengadopsi sistem ini, 
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penelitian menemukan bahwa pemanfaatannya cenderung pada fungsi administratif, sementara 

kemampuan untuk menggunakan data analytics dan business intelligence belum optimal. 

Keterbatasan ini menghambat proses perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan 

strategis berbasis kinerja dan selanjutnya yang lebih utama adalah hambatan SDM juga tampak 

dalam aspek manajemen perubahan dan budaya organisasi. Perubahan paradigma dari 

penganggaran tradisional ke berbasis kinerja membutuhkan perubahan budaya kerja yang 

menghargai evaluasi, akuntabilitas, dan transparansi. Resistensi terhadap perubahan, terutama 

di birokrasi yang telah terbiasa dengan alur kerja lama, menjadi faktor yang memperlambat 

implementasi smart budgeting. Bahkan di banyak daerah, pelatihan yang diberikan masih 

bersifat umum dan belum menyasar pada keterampilan teknis implementatif di level unit kerja. 
 

Sisi Regulasi 

Dalam proses implementasi kebijakan Smart Budgeting dan Smart Spending, Provinsi 

Banten menunjukkan kesiapan dari sisi regulasi. Penyusunan APBD telah merujuk pada 

kerangka hukum nasional seperti PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

serta didukung oleh pedoman perencanaan melalui RKPD. PP No. 12/2019 dan Permendagri 

77/2020 memberikan landasan yang jelas tentang siklus anggaran, integrasi perencanaan–

penganggaran, dan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi seperti SIPD, namun 

keberadaan regulasi yang kuat saja belum cukup menjamin implementasi yang efektif di 

tingkat perangkat daerah. Literatur kajian tentang anggaran berbasis kinerja di berbagai daerah 

Indonesia mengungkapkan bahwa kendala internal organisasi menjadi faktor penentu dalam 

efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam banyak kasus, regulasi yang lengkap secara 

normatif tetap menemui hambatan praktis terkait sumber daya manusia, komunikasi, dan 

struktur birokrasi(Khairani, 2025b) dan salah satu permasalahan utama adalah kapasitas 

pelaksana di level perangkat daerah yang belum merata. Meski perangkat daerah memiliki 

pedoman regulasi, implementasinya masih bergantung pada kualitas perencanaan dan 

pemahaman staf terhadap konsep anggaran berbasis kinerja. Banyak aparatur belum memiliki 

pemahaman yang matang tentang bagaimana menerjemahkan tujuan strategis RKPD ke dalam 

indikator kinerja yang terukur, sehingga dokumen RKA dan APBD terkadang tetap berbasis 

input daripada output–outcome. Hal ini sejalan dengan literatur yang menemukan bahwa 

ketidaksiapan perencana anggaran dalam merumuskan dan mengukur indikator kinerja 

menghambat pencapaian tujuan anggaran berbasis kinerja. 
 

Kesiapan Teknologi Informasi 

Meskipun Provinsi Banten telah mengadopsi sistem informasi terintegrasi seperti Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-budgeting, dan e-reporting untuk mendukung proses 

perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan APBD, pemanfaatan teknologi 

tersebut masih pada level administratif dan operasional. Integrasi teknologi ini terutama 

membantu keterpaduan data dan otomatisasi input, sehingga terjadi peningkatan transparansi 

dan konsistensi data anggaran antar perangkat daerah. Sistem seperti SIPD terbukti 

meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran dalam beberapa kasus daerah lain dengan 

menyediakan sarana informasi yang terintegrasi dan real-time serta mendukung ketepatan dan 

objektivitas data perencanaan. Meski demikian, hambatan terkait keterlambatan penginputan 

data dan hak akses masih mencuat dalam praktik implementasi SIPD. Idealnya, teknologi 

informasi dalam anggaran berbasis kinerja tidak hanya menghasilkan dokumen anggaran, 

tetapi juga memberikan dashboard kinerja, tren capaian indikator, simulasi anggaran, dan 

dukungan decision support system yang membantu perencana dalam menilai efektivitas 

penggunaan anggaran, memprediksi capaian outcome, serta membuat keputusan berbasis bukti. 

Namun, belum semua perangkat daerah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan data yang 
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tersedia secara analitis atau memiliki perangkat lanjutan seperti Business Intelligence atau 

analytics tools yang terintegrasi dengan SIPD(Salahudin et al., 2024). Keberadaan sistem 

informasi dapat berpengaruh pada kinerja pemerintah, tetapi pengaruhnya terhadap 

akuntabilitas kinerja masih tergantung pada kualitas pemanfaatan sistem tersebut. Artinya, 

teknologi tanpa dukungan SDM yang mampu memanfaatkan data secara strategis tidak akan 

cukup meningkatkan keputusan berbasis kinerja(Yuliani, 2014). 
 

Sisi Efisiensi dan Akuntabiliitas 

Implementasi smart budgeting dan smart spending, Provinsi Banten menunjukkan upaya 

efisiensi dan akuntabilitas yang tampak positif secara administratif, seperti fokus pada belanja 

wajib dan prioritas, pengendalian belanja hibah, serta percepatan realisasi anggaran. Langkah-

langkah ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran diarahkan pada 

pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal—mengurangi pemborosan anggaran yang tidak 

berkaitan dengan program prioritas dan memperhatikan value for money dalam pengeluaran 

publik. Secara teoritis, efisiensi anggaran berarti mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan 

dengan sumber daya yang paling optimal, serta mengurangi pemborosan dan mengarahkan 

belanja publik pada program yang memberikan hasil besar bagi masyarakat. Ini merupakan inti 

pengelolaan fiskal yang baik dalam konteks pemerintahan modern(KPPN, 2024). Namun, 

meskipun pencapaian administratif ini penting, hasil penelitian juga menekankan bahwa 

akuntabilitas substantif yakni pertanggungjawaban tidak hanya atas proses tapi juga atas 

dampak nyata yang dirasakan masyarakat—masih perlu diperkuat. Akuntabilitas dalam 

konteks anggaran bukan hanya soal transparansi, keterbukaan dokumen, atau konsistensi 

pelaporan, tetapi juga soal sejauh mana anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi publik. 

Dalam literatur akuntabilitas anggaran publik, dikatakan bahwa sistem kebijakan anggaran 

yang efektif harus mampu menyediakan informasi kinerja yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan serta memandu evaluasi hasil capaian program, bukan sekadar laporan 

administratif(OECD, 2019). 

Peran indikator kinerja yang lengkap dan evaluasi dampak juga menjadi penting dalam 

struktur smart budgeting, karena kerangka tersebut menuntut penggunaan informasi kinerja 

dalam alokasi anggaran dan evaluasi pelaksanaan(Hadisutisna, 2025). Dengan kata lain, agar 

efisiensi anggaran menjadi lebih bermakna, pemerintah daerah perlu memperkuat indikator 

evaluasi hasil akhir (outcome), misalnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan 

publik, atau pertumbuhan ekonomi daerah. Ini berarti memperluas fungsi sistem pelaporan dan 

evaluasi yang tidak hanya mengukur input/output administratif, tetapi juga mengukur dampak 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Pemerintah Provinsi Banten relatif siap dalam mengimplementasikan smart budgeting 

dan smart spending. Kesiapan tersebut tercermin dari kesesuaian penyusunan APBD dengan 

kerangka regulasi nasional, integrasi perencanaan dan penganggaran melalui RKPD, serta 

pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti SIPD, e-budgeting, dan e-reporting. Dari sisi 

efisiensi fiskal, fokus pada belanja wajib dan prioritas, pengendalian belanja hibah, serta 

percepatan realisasi anggaran menunjukkan adanya upaya optimalisasi penggunaan sumber 

daya publik. Namun demikian, implementasi smart budgeting dan smart spending di Provinsi 

Banten belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya 

dalam pemahaman konseptual anggaran berbasis kinerja, analisis indikator kinerja, dan 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pengambilan keputusan berbasis data, masih 

menjadi tantangan utama. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi cenderung bersifat 

administratif dan belum dimaksimalkan untuk mendukung analisis kinerja dan evaluasi 

kebijakan secara komprehensif. Sedangkan sisi akuntabilitas, meskipun telah terjadi 
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peningkatan akuntabilitas administratif melalui kejelasan output dan pelaporan kinerja, 

akuntabilitas substantif yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat masih perlu 

diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi 

smart budgeting dan smart spending tidak hanya ditentukan oleh kesiapan regulasi dan sistem, 

tetapi juga oleh penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan data secara analitis, serta orientasi 

kebijakan anggaran pada penciptaan nilai publik. 
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